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ABSTRAK

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan
menganalisis bagaimana Dampak Pemekaran Kecamatan Kongbeng dalam
Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur Periode 2008 - 2018.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kongbeng. Teknik pengumpulan data
dengan data yang diperoleh dengan mengunakan teknik purposive sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitataif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan,
penelitian lapangan, observasi, wawancara serta penelitian dokumen. Key
Informant dan Informant dari penelitian ini yaitu Camat Kecamatan Kongbeng
sebagai Key Informant, dan petugas kesehatan Puskesmas Kongbeng, Supervisior
Teknik PT.PLN Muara Wahau, kepala PDAM Tirta Tuah Benua serta
Masyarakat sebagai Informan. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan.
Pemekaran Kecamatan Kongbeng berdampak pada infrastruktur jalan,
infrastruktur litrik, infrastruktur air bersih, infrastruktur kesehatan dan
infrastruktur pendidikan di Kecamatan Kongbeng yang mengalami peningkatan.
Temuan dari penelitian ini adalah terdapat salah satu infrastruktur yang sudah
meningkat dalam pembangunannya namun belum optimal. infrastruktur air
bersih adalah infrastruktur yang belum terlaksana secara optimal karena PDAM
Tirta Tuah Benua cabang Kecamatan Kongbeng sebagai penyedia air Bersih
bagi masyarakat Kecamatan Kongbeng hanya dapat melayani satu Desa yaitu
Desa Miau Baru dari ke 7 Desa yang ada di Kecamatan Kongbeng.
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Pendahuluan

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan negara kesatuan
berbentuk Republik dengan sistem desentralisasi, dimana pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Masalah Negara
Kesatuan Repulik Indonesia yang sangat luas dan tidak akan mampu sepenuhnya
diurus oleh pemerintah pusat maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pembaharuan dari pada Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mempermudah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di daerah yang didasari atas asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Melalui sistem ini daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri
dimana hak tersebut merupakkan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
Otonomi daerah juga diartikan kebebasan atau kemandirian tetapi bukan
kemerdekaan melainkan kebebasan atau kemandirian itu terwujud pemberian
kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua jenis penataan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu pembentukan daerah dan
penyesuaian daerah. Pembentukan daerah meliputi pemekaran daerah dan
penggabungan daerah dilakukan melaui proses tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan penataan daerah
dilakukan untuk mencapai: 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah; 2) Mempercepat kesejahteraan masyarakat; 3)
Mempercepat peningkatkan kualitas pelayanan Publik; 4) Meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan; 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing
daerah; 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
Kecamatan Kongbeng adalah salah satu Kecamatan di Kutai Timur dan
merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Muara Wahau. Kecamatan
Kongbeng dibentuk karena luasnya wilayah dan pertambahan penduduk serta
meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kutai
Timur. Kecamatan Kongbeng memiliki luas wilayah 1.385 km? penduduk
Kecamatan Kongbeng berjumlah 20.646 jiwa dengan rincian 10.955 jiwa laki laki
dan 9.396 jiwa perempuan dan rasio jenis kelamin sebesar 119. Di Kecamatan
Kongbeng terdapat 7 Desa yaitu, Desa Suka Maju, Desa Sri Pantun, Desa
Sidomulio, Desa Miau Baru, Desa Marga Mulia, Desa Makmur Jaya, Desa
Kongbeng Indah dan 1 Desa persiapan yaitu Desa Miau Baru Utara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa setelah
dimekarkan Kecamatan Kongbeng menunjukan adanya kemajuan dalam bidang
infrastruktur. Sebelum dimekarkan, infrastuktur yang ada di Kecamatan
Kongbeng sangat terbatas seperti infrastruktur jalan yang tidak memadai sehingga
menghambat masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi, dan infrastruktur
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listrik dibeberapa Desa di Kecamatan Kongbeng belum tersedia, kemudian
infrastruktur kesehatan di Kecamatan Kongbeng pada masa sebelum dimekarkan
hanya terpusat di pusat pemerintahan Kecamatan induk. Untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan, masyarakat dari beberapa Desa di Kecamatan Kongbeng
khususnya dari Desa Miau Baru harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.
Kondisi Infrastruktur yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
faktor wilayah yang luas sehingga menghambat pembangunan infrastruktur. Fakta
di lapangan setelah pemekaran menunjukan adanya kemajuan pembangunan
infrastruktur diantaranya infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air
bersih, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Hal ini dibuktikan
dengan kondisi jalan Desa yang mulai diperbaiki sehingga dapat mendongkrak
perekonomian masyarakat sekitar, dan listrik yang menyala 24 jam, kemudian
pembangunan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di Kecamatan Kongbeng
untuk memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas dengan kuantitas yang
memadai bagi berkesinambungan masyarakat.

Kerangka Dasar Teori
Dampak Pemekaran Kecamatan
Dampak

Dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang
didalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam
masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif
maupun negatif Gorys Keraf (dalam Otto Soemarwot01998:35). Dampak adalah
suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat
bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktivitas dapat pula
dilakukan oleh manusia (Otto Soemarwoto 1998:43). Aktifitas pembangunan
akan menghasilkan dampak, baik pada manusia ataupun lingkungan hidup.
Dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan
oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak
merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluaran kebijakan terhadap
sikap dan tingkah laku (JE. Hosio 2007:57). Dampak kebijakan adalah akibat-
akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya
kebijakan (Irfan Islamy 2001:115).

Dari pendapat beberapa ahli yang telah dijelaskan di atas maka penulis
menyimpulkan bahwa dampak adalah perubahan atau pengaruh yang kuat dari
tindakan yang telah dilakukan secara nyata sebagai implementasi dari kebijakan
yang dikeluarkan. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa pengaruh positif dan
pengaruh negatif.

Pemekaran Daerah

Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 33 ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah
Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau, b.
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penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi menjadi satu Daerah baru. (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah
Persiapan Kabupaten/Kota. (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan
administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
meliputi: a. persyaratan dasar kewilayahan; dan b. persyaratan dasar kapasitas
Daerah.

Menurut Kusumah (2004:387) bahwa pemekaran wilayah adalah
pemecahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota dan wilayah kelurahan/desa
menjadi lebih dari satu wilayah diluar wilayah induk yang telah ada. Sehingga
pemekaran wilayah lebih kepada perluasan hubungan yang sifatnya lebih mudah
atau dengan memudahkan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah.
Pemekaran wilayah terjadi karena adanya tuntutan dan kesenjangan segala sektor
kehidupan, adanya tuntutan dimana masyarakat memerlukan segala sarana
infrastruktur daerah agar dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat, sedangkan
kesenjangan dimana terjadi perbedaan pelayanan secara administrasi maupun
pemberdayaan masyarakat.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan,
kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah,
keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara daerah dan pusat. Pada
hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya
secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antara wilayah dan
antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat
meningkatkan kualiatas hidup (Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000).

Kecamatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, pada Bab I, pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kecamatan atau yang
disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh camat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Bab Il
pasal 2 Penataan Kecamatan meliputi pembentukan Kecamatan, Pembangunan
Kecamatan; Penyesuaian Kecematan. Kecamatan Pembentukan sebuah
Kecamatan menurut peraturan ini, dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan
menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau Kelurahan dari beberapa
Kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah Kecamatan harus  memenuhi
beberapa persyaratan yaitu : Persyaratan dasar, syarat teknis, syarat administratif.

Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial
dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa (Rochajat, dkk
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2011:3). Selanjutnya pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam
sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat Negara yang
maju menurut W.W Rostow ( dalam Abdul, 2004:89).

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pembangunan ekonomi.
Sebuah masyarakat dinilai  berhasil melaksanakan pembangunan, bila
pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang
diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas Negara setiap tahunnya
(Rochajat,dkk: 2011:3)

Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Nurmadimah, 2012:19) infrastruktur adalah semua
fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum. Secara teknik,
infrastruktur memiliki arti dan definisi sendiri yaitu merupakan aset fisik yang
dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayana publik yang penting.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang
Komite Percepatan Penyedian Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis
infrastuktur yang penyediaannya diatur oleh pemerintah, yaitu: Infrastuktur
transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur —air bersih, infrastruktur
ketenagalistrikan.

Adapun berbagai macam pembangunan infrastruktur menurut Peraturan
Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur, yaitu : Infrastuktut Transportasi, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur
Air Bersih, Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka penulis menarik kesimpulan
berdasarkan Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015
Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang
diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan dukungan
jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan
dengan baik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Penelitian ini mengarah kepada tujuan untuk memaparkan dan menggambarkan
tentang bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Kongbeng dalam
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur Periode 2008-2018. Teknik
pengumpulan data diperolenh dengan mengunakan teknik purposive sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitataif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan,
penelitian lapangan, observasi, wawancara serta penelitian dokumen. Penelitian
lapangan di lakukan di Kecamatan Kongbeng. Key Informant dan Informant dari
penelitian ini yaitu Camat Kecamatan Kongbeng sebagai Key Informant, dan
petugas kesehatan Puskesmas Kongbeng, Supervisior Teknik PT.PLN Muara
Wahau, kepala PDAM Tirta Tuah Benua serta Masyarakat sebagai Informan.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Infrastruktur Jalan

Saat ini kondisi infrastruktur jalan utama maupun jalan permukiman di
Kecamatan Kongbeng sudah jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi
infrastruktur jalan sebelum dan pada awal pemekaran. Hal ini di dukung oleh
pernyataan dari Bapak Furkani, S.Sos M,Si selaku Camat Kongbeng :

”Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Kongbeng baik jalan utama
maupun jalan permukiman sebelum pemekaran sangat buruk sampai pada awal
pemekaran. Setelah pemekaran hal ini menjadi fokus utama Pemerintah
Kecamatan, kita berkerja sama dengan Pemerintah Daerah juga Pemerintah Desa
serta beberapa Perusahaan yang berada di sekitar untuk memperbaiki infrastruktur
jalan di Kecamatan Kongbeng. Dan Alhamdullilah saat ini kondisi infrastruktur
Kecamatan Kongbeng sudah jauh lebih baik. Tentunya untuk mendapatkan
kondisi yang seperti sekarang ini harus melalui proses yaitu tahap pembangunan
dan perawatan terhadap jalan tiap tahunnya. Kontruksi jalan poros lintas provinsi
kini aspal dan beberapa jalan desa sudah disemenisasasi.”

Kondisi jalan pada ke 7 Desa yang berada di Kecamatan Kongbeng saat
ini adalah semenisasi dan jalan tanah. Dengan kondisi infrastruktur jalan yang
baik sekarang juga berdampak pada ekonomi masyarakat dan masyarakat
Kecamatan Kongbeng dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan setiap
aktivitas.

Infrastruktur Listrik

Pemekaran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada infrastruktur
listrik di Kecamatan Kongbeng, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai pasang
jaringan di Kecamatan Kongbeng pada tahun 1992 dan mulai disalurkan pada
tahun 1994. Pusat pelayan listrik bagi masyarakat Kecamatan Kongbeng adalah
PLN sektor Pelayanan Muara Wahau. Perkembangan pembangunan infrastruktur
listrik di Kecamatan Kongbeng apabila dilihat dari data yang di peroleh oleh
penulis terkait daya terpasang dengan jumlah pelanggan tidak menunjukan
peningkatan yang signifikan tetapi apabila dilihat dari waktu pelayan yang
diberikan oleh PLN sangat baik dibuktikan dengan kebutuhan masyarakat akan
energi listrik di Kecamatan Kongbeng yang Kkini dapat terpenuhi yaitu pelayanan
24 Jam dari sebelumnya hanya 14 jam. Waktu ketersediaan listrik untuk
Kecamatan Kongbeng beberapa kali telah 3 kali mengalami perubahan yaitu
bertambahnya jam pelayanan dari tahun awal pelayanan diantara 1994 sampai
dengan 2009 hanya 6 jam pelayanan, dan mulai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2014 pelayanan ketersediaan listrik yang diberikan meningkat menjadi 14
jam yaitu pada sore hari pukul 17:00 malam sampai dengan pukul 07:00 pagi, dan
dari tahun 2014 sampai dengan sekarang pelayanan ketersedian Listrik menjadi
24 jam. Peningkatan waktu ketersediaan listrik adalah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik yang kian meningkat.
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Infrastruktur Air Bersih

Saat ini kondisi infrastruktur air bersin di Kecamatan Kongbeng
mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi infrastruktur air
bersih sebelum pemekaran. Kecamatan Kongbeng memiliki Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah
Benua. PDAM Kecamatan kongbeng atau PDAM Tirta Tuah Benua didirikan
tahun 2006. PDAM Tirta Tuah Benua kemudian baru mendapatkan izin
operesional pada tahun 2008 dan mulai melakukan pelayanan. PDAM Tirta Tuah
Benua saat ini berpusat di Desa Miau Baru dari awal pembentukannya. PDAM
Tirta Tuah Benua sampai dengan saat ini hanya dapat mengalirkan air ke salah
satu Desa di Kecamatan Kongbeng yaitu Desa Miau Baru. Adapun ke 6 Desa
lainnya saat ini masih mengunakan sumur sebagai sumber air bersih untuk
melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sumber air bersih dari masing masing Desa di
Kecamatan Kongbeng adalah sumur dan tandon kecuali Desa Miau Baru. Hal
tersebut selaras dengan penjelasan Bapak Fukarni S.Sos, M.Si selaku Camat
Kongbeng terkait peningkat infrastruktur air bersih di Kecamatan Kongbeng,
beliau mengatakan:

”Pemekeran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada infrastruktur air
bersih. Berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua di
Kecamatan Kongbeng pada tahun 2006 merupakan bukti peningkatan
pembangunan infrastruktur air bersih di Kecamatan Kongbeng setelah pemekaran.
Saat ini hanya 1 Desa yang mendapatkan pelayanan dari Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua yaitu Desa Miau Baru. Bagi wilayah wilayah
yang tidak mampu dilayani PDAM vyaitu ke 6 Desa lainnya yang berada di
Kecamatan Kongbeng maka diprogramkan oleh Pemerintah Kecamatan akan
adanya Pengelolaan Air Bersih Masyarakat Desa (PAMDes) yang nantinya
PAMDes ini akan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes).”

Infrastruktur Kesehatan

Sebagaimana tujuan dari dimekarnya Kecamatan Kongbeng vyaitu
memberikan peluang pemerataan pelayanan, salah satunya dalam bidang
pelayanan kesehatan terutama di bidang sarana fisik. Pada tahun 1999 sampai
dengan 2002 Kecamatan Kongbeng belum memiliki Puskesmas Induk namun
Kecamatan Kongbeng telah memiliki 7 Puskesmas Pembantu. Puskesmas
Kongbeng atau Puskesmas Induk Kecamatan Kongbeng baru didirikan pada tahun
2002 atau sekitar kurang lebih 3 tahun setelah pemekaran. Puskesmas Induk
Kecamatan Kongbeng didirikan di Desa Miau Baru. Pada awal pembentukannya
Puskesmas Kecamatan Kongbeng sangat minim fasilitas dan petugas kesehatan.
Mengenai hal tersebut Bapak Furkani S.Sos, M.Si selaku Camat Kongbeng
menjelaskan:
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”Pemekaran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada infrastruktur
kesehatan di Kecamatan Kongbeng. Tahun 2002 atau 3 tahun setelah pemekaran
Kecamatan Kongbeng baru memiliki Puskesmas Induk tepatnya di Desa Miau
Baru. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 Puskesmas Pembantu
(PUSBAN) di Kecamatan Kongbeng yang aktif hanya 6 Puskesmas Pembantu
(PUSBAN), Puskesmas Pembantu (PUSBAN) Desa Miau Baru di nonaktifkan
karena seluruh petugas kesehatan yang bertugas beralih ke Puskesmas Induk dan
masyarakat Desa Miau Baru pada saat itu langsung mendapatkan pelayanan oleh
petugas kesehatan Puskesmas induk. Kemudian pada tahun 2013 kembali di
bangun Puskesmas Pembantu di Desa Miau Baru yang lokasinya tepat di tengah
Desa hingga sekarang jumlah Puskesmas Pembantu Kecamatan Kongbeng Kini
berjumlah 7 dan 1 Puskesmas Induk.”

Puskesmas Kongbeng, pada awal pembentukannya hanya memiliki 8
orang petugas kesehatan. Karena minimnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki
maka pada masa itu setiap petugas kesehatan dapat merangkap sampai 4 jabatan
sekaligus. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan yang sudah baik tenaga
kesehatan juga kini sudah mencukupi. Puskesmas Kecamatan Kongbeng memiliki
petugas kesehatan dengan jumlah keseluruhan 38.

Infrastruktur Pendidikan

Pemekaran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada infrastruktur
pendidikan. Terkait hal tersebut Bapak Furkani S.Sos, M.Si selaku Camat
Kongbeng menjelaskan betapa pentingnya infrastruktur pendidikan bagi
pembangunan, Bapak Furkani mengatakan :

”Pemuda-pemudi daerah adalah aset bangsa yang utama dan harus
mengenyam pendidikan layak yang kelak akan menjadi penggerak pembangunan
daerah. Di Kecamatan Kongbeng tingkat pendidikan sudah lengkap kecuali
Perguruan Tinggi. Keberhasilam sektor pendidikan salah satunya dapat dilihat
dari adanya fasilitas pendidikan yang memadai baik, beberapa tahun belakangan
ini juga ada beberapa sekolah yang baru dibangun guna memfasilitasi pemuda-
pemudi Kecamatan Kongbeng dalam mengeyam pendidikan.”

Keberhasilam sektor pendidikan salah satunya dapat dilihat dari adanya
fasilitas pendidikan yang memadai baik dari tingkat Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menegah
Atas/Kejuruan. Kecamatan Kongbeng saat ini memiliki 28 Sekolah Pendidikan
Formal diantaranya 8 Taman Kanak- kanak, 11 Sekolah Dasar, 5 Sekolah
Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas dan 2 Sekolah Menengah
Kejuruan.

Pemekaran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada pembangunan
infrastruktu pendidikan di Kecamatan Kongbeng meskipun pembangunan
sekolah-sekolah di Kecamatan Kongbeng saat ini belum merata karena masih
terdapat sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan dan ruang
laboratorium, serta jumlah guru di beberapa sekolah masih ada yang kurang
sehingga terdapat beberapa guru yang mengajat lebih dari satu mata pelajaran.
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Setelah pemekaran pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan yang terjadi
di Kecamatan Kongbeng dalam periode 2008-2018 adalah pembangunan SMPN 4
KONGBENG, SMAN 1 KONGBENG, dan SMKN 1 KONGBENG sebagai
wujud kepedulian pemerintah terhadap pendidikan. Dengan adanya peningkatan
infrastruktur pendidikan ini mempermudah masyarakat untuk menempuh
pendidikan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab

ini penulis menarik kesimpulan bahwa dampak Pemekaran Kecamatan Kongbeng

dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur adalah meliputi :

1. Infrastruktur Jalan
Pemekaran Kecamatan Kongbeng memberikan dampak positif terhadap
pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kongbeng. Saat ini kondisi
infrastruktur jalan utama maupun jalan permukiman di Kecamatan Kongbeng
sudah jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi infrastruktur jalan
sebelum dan pada awal pemekaran. Kontruksi jalan poros lintas Provinsi kini
aspal dan beberapa jalan Desa sudah disemenisasasi. Dengan kondisi
infrastruktur jalan yang baik sekarang masyarakat Kecamatan Kongbeng dapat
lebih efisien dan efektif dalam melakukan setiap aktivitas.

2. Infrastruktur Listrik
Pemekaran Kecamatan Kongbeng berdampak pada pembangunan infrastruktur
listrik di Kecamatan Kongbeng. Pemekaran Kecamatan Kongbeng berdampak
pada peningkatan waktu pelayanan ketersediaan listrik yang Kkini 24 jam.
Namun perkembangan pembangunan infrastruktur listrik di Kecamatan
Kongbeng apa bila dilihat dari data yang di proleh oleh penulis terkait daya
terpasang dengan jumlah pelanggan tidak menunjukan peningkatan yang
signifikan.

3. Infrastruktur Air Bersih
Pemekaran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada pembangunan
infrastrutur air bersih. Pada tahun 2008 masyarakat Kecamatan Kongbeng
khususnya Desa Miau Baru telah menikmati pelayanan dari PDAM Tirta Tuah
Benua cabang Kongbeng. Sedangkan ke 6 Desa lainnya belum dapat dilayani
olen PDAM Kkarena terkendala keterbatasan kemampuan mesin dan jarak yang
terlalu jauh. Ke 6 desa tersebut saat ini menggunakan sumur sebagai sumber
air Bersih untuk kegiatan sehari-hari dan tengah menanti program Pemerintah
yang akan mengadakan pengada Pengelolaan Air Bersih Masyarakat Desa
(PAMDes) yang nantinya PAMDes ini akan dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi
infrastruktur air bersih Di Kecamatan Kongbeng apabila dibandingkan dengan
sebelum dan tahun awal pemekaran mengalami peningkatan namun belum
merata dan infrastruktur air bersih di Kecamatan Kongbeng adalah infrastuktur
yang dalam peningkatan pembangunan infratuktur belum optimal apabila
dibandingkan dengan infrastruktur lainnya di Kecamatan Kongbeng.
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4.

Infrastruktur Kesehatan

Pemekaran Kecamatan Kongbeng berdampak pada infrastruktur kesehatan di
Kecamatan Kongbeng. Infrastruktur kesehatan yang meningkat dapat dilihat
dari fasilitas kesehatan Puskesmas Kecamatan Kongbeng yang meningkat
yaitu dibangunnya Puskesmas Induk pada 2018 dan kembali aktifnya
Puskesmas Pembantu di Desa Miau Baru pada tahun 2014 serta jumlah
petugas kesehatan. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan yang sudah baik
tenaga kesehatan juga kini sudah mencukupi. Puskesmas Pembantu di
Kecamatan Kongbeng saat ini sudah memiliki masing-masing 2 atau 3 petugas
kesehatan.

Infrastruktur Pendidikan

Pemekaran Kecamatan Kongbeng juga berdampak pada pembangunan
infrastruktu pendidikan di Kecamatan Kongbeng. Sekolah-sekolah di
Kecamatan Kongbeng saat ini belum merata karena masih terdapat sekolah
yang belum memiliki ruang perpustakaan dan ruang laboratorium, serta jumlah
guru di beberapa sekolah masih ada yang kurang sehingga terdapat beberapa
guru yang mengajat lebih dari satu mata pelajaran. Setelah pemekaran
pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan yang terjadi di Kecamatan
Kongbeng adalah pembangunan SMPN 4 KONGBENG, SMAN 1
KONGBENG, dan SMKN 1 KONGBENG sebagai wujud kepedulian
pemerintah terhadap pendidikan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur
pendidikan ini mempermudah masyarakat untuk menempuh pendidikan.

Terkait kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka saran dari peneliti adalah
sebagai berikut :

1.

Melihat kondisi infrastruktur jalan Kecamatan Kongbeng kini lebih baik dan
kontrusi jalan utama yang sudah di aspal juga sebagian jalan permukiman
sudah disemenisasi maka haruslah pemerintah dan masyarakat serta pengguna
jalan lainnya untuk merawat serta menjaga fasilitas umum yang telah tersedia.
Dan Pemerintah hendaknya memperhatikan kembali jalan permukiman yang
sampai saat ini belum disemenisasi.

. Berkenaan dengan pelayanan akan kebutuhan listrik masyarakat Kecamatan

Kongbeng yang saat ini masih mendapatkan pelayanan dari PLN sector
Pelayanan Muara Wahau, Pemerintah hendaknya menyediakan PLN Kkhusus
sektor Kongbeng agar pelayanan lebih mudah dan terstruktur.

Dikarenakan dalam melakukan pelayanan sampai dengan saat ini tidak semua
desa yang dapat di layani oleh PDAM Tirta Tuah Benua maka seharusnya
Pemerintah minimal menyediakan Pengelolaan Air Bersih Masyarakat Desa
(PAMDes) untuk Desa Desa yang belum dapat di layani oleh PDAM.

Melihat data dari data yang ada bahwasanya Kecamatan Kongbeng telah
memiliki 7 Puskesmas Pembantu yaitu masing-masing 1 pada tiap-tiap Desa
dan 1 Puskesmas Induk namun belum memiliki Puskesmas Keliling, hal ini
seharusnya menjadi perhatian Pemerintah agar untuk mendapatkan pelayanan
masyarakat lebih mudah yaitu dengan menyediakan puskesmas keliling untuk
masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kongbeng. Pemerintah juga harus
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memperhatikan fasilitas kesehatan yang dimiliki puskesmas-puskesmas yang
ada baik puskesmas induk maupun puskesmas pembantu agar dalam
melakukan pelayanan terdapat kelangkapan-kelengkapan yang memadai.
Kemudian untuk Puskesmas Pembantu yang ada di masing-masing Desa agar
melakukan pelayanan sesuai jadwal waktu aktif pelayanan yang dimiliki oleh
masing-masing Puskesmas Pembantu.

5. Berkaitan dengan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Kongbeng yang saat
ini di mana masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki fasilitas yang
lengkap seperti ada beberapa sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium
dan ada beberapa sekolah yang sampai saat ini belum memiliki ruang
perpustakaan serta masih terdapat beberapa sekolah di Kecamatan Kongbeng
yang masih kekurangan tenaga pendidik maka Pemerintah hendaknya segera
melakukan pemerataan pembangunan guna menunjang pembelajaran siswa
yaitu mengupayakan agar setiap sekolah yang ada di Kecamatan Kongbeng
agar masing-masing memiliki ruang laboratorium dan perpustakaan serta
menyediakan tenaga pendidik/guru bagi sekolah yang kekurangan tenaga
pendidik atau guru.
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